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Pembahasan Slvlpsi ini pad11 dasamya adalah tentang seperti apa 
sebenamya penerapan Undang·Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten111ng Kepailitan 
Dan Penund3all Kewajiban Pemba)aran Utang dan mengkaitkannya tcrhadap 
kasus pailitnya PT. Riau Airlines. 

Permasalahan yang diajukan adalah pcngatura.n hukum kepailitan di 
Indonesia. pcrbedaan antara pailit dengan pcnundaan kewajiban pembayaran 
utang, scrta aldbat hukum atas putusan pailit PT. Riau Airlines. Untuk membahas 
pennasalahan 1ersebu1 maka dilakuknn penelitian secara bahan hukum primer, 
yailu bahan yang isinya mengikat karcna dikeluarkan olch pcmerintah, antnrn lain: 
pcraturan pcrundang-undongan. putusan pengadilan serta traktat, yang kcdua 
bahan hukum sekundcr, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, 
antara lain: bulai. artikcl, laporan penclitian, serta berbagai l..arya culis ilmiah 
lainnya dan yang ketiga bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan }ang bersifat 
menunjang bahan primer dan sekundcr, antara lain: kamus, internet dan lainnya 
serta mcla�ukan penelitian lapangan di Pcngadilan Niaga Medan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan S)'arat utama dapat 
dinyatakan pail it adalah bah\\a seorang D.!bitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) 
Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang sudah jatuh 
wai..1u dan dnpat ditagih. 

Pemyataan paili1 dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, 
Debitor. atau Jaksa Penuntut Umum uncuk kepentingan umum. Kepailitan tidak 
membeba.�kan sevrang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar 
utang-utungnyu. 

Putusnn Pemyataan Pailit mcngubah status hukum scseorang menjndi 
tidak cakap untuk mclakukan perbuatan hukum. menguasai. dan mengurus harta 
kekayaann)'a scjak putu'3n pemyataan p:iilit diucapkan. 

Penclitian ini juga menyarankan Pemerintah indonesia harus menjamin 
kepastian. kctertiban. rcncgakan. dan perlindunJl311 hukum yang berintiknn 
keadilan dan kebenar;m yang diharapkan mampu mcndukung penumbuhan dan 
pcrkembangan perekonomian nasional. serta mengamankan dan mendulo.'llng hasil 
pembangunan nasional Dan dari sudut pendidikM hukum, fakultas-fakultas 
hukum perlu mengemhangkan mata kuliah llukum Kepailitan. Sehingga para 
Sarjana Hukum yang dihasilkan nnntinya mcmaharni pcraturan pclaksanaan 
Hukum Kepailitan. 
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